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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang disatukan dari 

beribu-ribu pulau yang membujur dari Sabang sampai Marauke, dan Indonesia 

merupakan negara berkembang akan pembangunannya. Banyak sekali bangunan 

yang besar berbagai macam proyek dalam membangun suatu proses pembangunan, 

seperti Gedung, perkantoran, perumahan, Jalan Tol dan Jembatan. Dalam sebuah 

pembangunan membutuhkan jasa konstruksi, menurut Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2017 tentang jasa dan konstruksi yang berada  dalam pasal 1 yang berbunyi 

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan 

konstruksi”1 dalam sebuah jasa dan konstruksi terdapat macam jenis perjanjian 

hukum kontrak kerja yang mana bisa menjadi suatu perikatan kontrak atau 

persetujuan dalam suatu perjanjian kontrak kerja, hal itu terdapat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 adalah Suatu Persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih.2 

Sementara akibat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Bagian 3 Pasal 1338 semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.3 

 
1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LN Tahun 2017 

Nomor 11, TLN Nomor 6018, Pasal 1 Ayat (1).  
2 Kitab undang-undang hukum perdata, BAB II Pasal 1313 
3 ibid. Pasal 1338  
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Seiring dengan globalisasi dan perkembangan pasar international, kita perlu 

mengetahui prinsip berkontrak dalam sistem hukum yang berbeda. Sering kali 

perbedaan hukum kontrak tidak hanya mengenai dasar hukumnya saja, tetapi juga 

bagaimana pembentukan, pelaksanaannya, pengakhiran kontrak, dan bahkan 

kompensasi dalam kontrak4 Aspek legal kontrak konstruksi di Indonesia bersumber 

pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum perihal perjanjian ini 

tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III 

tentang perikatan5 

Pada kenyataannya, bagaimana proyek konstruksi tersebut akan dilaksanakan 

sangat memengaruhi bentuk kontrak konstruksi yang akan diterapkan. Menurut Ir. 

H. Nazarkhan Ir. H. Nazarkhan asin dalam bukunya yang berjudul Mengenal 

Kontrak Konstruksi di Indonesia (2006), kontrak konstruksi dapat ditinjau dari 

berbagai segi yaitu:  Segi perhitungan biaya, perhitungan jasa, cara pembayaran, 

dan pembagian tugas.6 secara umum, dilihat dari aspek perhitungan biaya, terdapat 

2 (dua) bentuk kontrak konstruksi yaitu Fixed price lumps sum dan fixed price unit 

rate. Secara sederhana kedua bentuk ini dapat dipahami dengan berfokus pada letak 

harga yang diikat, apakah berfokus pada tanggal harga pekerjaan atau pada harga 

untuk tiap per item pekerjaan (harga satuan). Apabila harga yang diikat adalah total 

harga pekerjaan, maka bentuk ini disebut Fixed price lump sum, pada bentuk ini 

resiko terbesar terdapat pada pihak kontraktor untuk itu biasanya kontraktor akan 

menetapkan margin yang cukup besar agar dapat mengimbangi potensi resiko 

tersebut, dengan demikian, pada kontrak fixed price lump sum harga total pekerjaan 

dianggap pasti dan tetap sepanjang gambar dan spesifikasi yang diberikan kepada 

kontraktor tidak berubah. Apabila terjadi perubahan gambar atau spesifikasi maka 

tim proyek diperknealkan mengurangi item volume pekerjaan lain shingg harga 

total pekerjaan tidak berubah. Bentuk kontrak Fixed price lump sum adalah bentuk 

kontrak yang paling sering digunakan baik oleh pemerintah maupun pemilik 

 
4 Seng Hansen, S.T., M.Sc. Manajemen Kontrak Konstruksi, cet. 3, hal. 22.  Jakarta, 2017 
5 Ibid., Hal. 24 
6 Ibid., Hal. 32. 
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proyek swasta. Hal ini dikarenakan pemilik proyek mendapatkan kepastian tanggal 

harga pekerjaan sehingga dapat mengurangi resiko kenaikan harga pekerjaan dan 

dapat memudahkan dalam penentuan arus kas (cashflow) perusaaan dan harga unit 

proyek apabila akan dijual kembali.7 

Dalam putusan Pengdilan Negeri Banjarmasin menangani kasus ini kedua 

belah pihak ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat, dan pihak lainnya sebagai 

Penggugat adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Bahwa penggugat 

adalah kontraktor dalam pekerjaan pembangunan Gedung Sekretariat Daerah atau 

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Banjar Baru, dalam perjanjian hal ini 

makakai jenis perjanjian kotrak kerja Lumpsum. dalam permasalahan penyebab 

perkara ini terjadinya karena kenaikan harga (eskalasi) dalam penyesuaian harga. 

Maka terjadinya wanprestasi (ingkar Janji) dalam perkara ini, sebagaimana 

wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya 

dalam perjanjian.8 Bahwa selain telah mengalami 1(satu) kali perubahan, perjanjian 

kerja konstruksi juga memiliki 3 kontrak anak yaitu: 

1. Perjanjian Kerja Konstruksi Lumpsum Konrak (Kontrak Tahunan/Kontrak 

Anak) Nomor 601/175/Kimpraswil-APBD/M/2008, tanggal 9 Desember 2008 

(bukti P-1b). 

2. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Lumpsum Konrak (Kontrak 

Tahunan/Kontrak Anak) Nomor 601/233/DPU-APBD/M/2009, tanggal 16 

januari 2009 (bukti P-1c), yang telah mengalami 1 kali perubahan, yaitu 

berdasarkan addendum surat perjanjian konstruksi, nomor 601/788/DPU-

APBD.P/M/2009, tanggal 20 agustus 2009 atas surat perjanjian Kerja 

Konstruksi Lumpsum Kontrak ( Kontrak Tahunan/Kontrak Anak). Nomor 

601/233/DPU-APBD/M/2009, tanggal 16 Januari 2009 (bukti P-1d), 

 
7 Ibid., Hal. 33 dan 34. 
8 P.N.H. Sianjuntak Hukum Perdata Indonesia. Cet.4. hal.292. 2018 
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3. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Lumpsum Kontrak (Kontrak Tahunan / 

Kontrak Anak), Nomor 601/007/DPU-APBD/M/2010, tanggal 11 Januari 2010 

(bukti P-1e), yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu: 

A. Addendum Surat Perjanjian Konstruksi, Nomor 601/180/DPU-

APBD.P/M/2010, tanggal 23 September 2010 Atas Perjanjian Kerja 

Konstuksi Lumpsum Kontrak (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak). Nomor 

601/007/ DPU-APBD/M/2010, tangga; 11 januari 2010 (bukti P-1f), dan 

B. Addendum Surat Perjanjjian Konstruksi, Nomor 601/309.DPU-

APBD.P/M/2010, tanggal 3 November 2010 atas Addendum Surat 

Perjanjian Kerja Konstruksi Lumpsum Kontrak, Nomor 601/180/DPU-

APBD.P/M/2010, tanggal 23 september 2010 (bukti P-1g), selanjutnya 

perjanjian kerja konstruksi, addendum dan seluruh kontrak anak akan 

disebut juga sebagai kontrak.  

Berdasarkan kontrak disepakati antara lain: Harga pelaksanaan Borongan (Harga 

kontrak) pada awalnya adalah Rp. 177,632.000.000.00 (serratus tujuh puluh tujuh 

enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Kemudian berdasarkan pasal 7 addendum, maka harga kontrak berubah 

menjadi Rp.178.951.800.00 (serratus tujuh puluh delapan ratus lima puluh satu 

juta delapan ratus ribu rupiah. Harga kontrak dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dn Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan selatan tahun 

anggran 2008,2009 dan tahun anggaran 2010. Jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan berdasarkan kontrak adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari 

kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK) tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 29 Nopember 2010, dengan 

masa pemeliharaan pekerjaan yaitu selama 180 hari. Penyesuaian harga 

diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) 

bulan dengan mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2008 Bab I.E.3 Rumus 

Penyesuai Nilai Kontrak (vide Pasal 10 kontrak/bukti P-1. Pasal 30.8 Keppres 

Nomor 80 Tahun 2003, yang menentukan: “Kontrak tahun jamak adalah kontrak 
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pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 

(satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan 

untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN, Gubernur untuk pengadaan yang 

dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD 

Kabupaten atau Kota. Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa 

ketentuan mengenai eskalasi & perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh Kepala 

Kantor atau satuan kerja atau pimpinan proyek, atau pimpinan bagian proyek dan 

dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak. Bahwa oleh karena kontrak yang 

dibuat antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kontrak tahun jamak dan 

pemberlakuan penyesuaian harga (eskalasi harga) telah disepakati dalam kontrak 

maka secara hukum Penggugat berhak mendapatkan penyesuaian harga (eskalasi). 

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan gedung 

Sekretariat Daerah/Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjar Baru, milik 

Tergugat dengan baik sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 

Nomor 601/346/B.I/APBD.CK/2010, tanggal 21 Desember 2010 (buktiP-4). 

Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, secara nyata telah terjadi 

eskalasi/kenaikan harga barang dan jasa yang menimbulkan dampak pada biaya 

pelaksanaan pekerjaan dan yang pada gilirannya juga menimbulkan dampak 

finansial terhadap harga kontrak. Sehubungan dengan kenaikan harga barang dan 

jasa tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan usulan penyesuaian harga 

(penyesuaian harga/eskalasi harga) kepada Tergugat, antara lain berdasarkan surat: 

A. Surat Penggugat Nomor 117/PP/Gub-Kalsel/VII/2010, tanggal 26 Juli 

2010, Perihal: Pengajuan Penyesuaian Harga Pembangunan Gedung 

Sekretariat Daerah/Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (buktiP-5);  

B. Surat Penggugat Nomor 126/PP/Gub-Kalsel/II/2011, tanggal 7 Februari 

2011, Perihal: Pengajuan Penyesuaian Harga Pembangunan Gedung 

Sekretariat Daerah/Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (buktiP-6);  

C. Surat Penggugat Nomor 72/PP/Gub-Kalsel/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, 

Perihal: Pengajuan Penyesuaian Harga Pembangunan Gedung. Sekretariat 
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Daerah atau Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (bukti P-7), dimana 

dalam surat tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat mengenai 

perhitungan penyesuaian harga paket pekerjaan pembangunan gedung 

Sekretariat Daerah/Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan dengan total 

nilai Rp.18.704.030.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat juta 

tiga puluh ribu rupiah) untuk periode Desember 2008 sampai dengan 

Desember 2010.  

Bahwa Penggugat sangat terkejut atas perubahan sikap terakhir dari Tergugat 

yang menolak melakukan pembayaran perhitungan penyesuaian harga atau 

eskalasi dengan alasan bahwa pembayaran tersebut tidak mendapat rekomendasi 

dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik 

Indonesia (LPKPB/JP-RI) yang menyatakan bahwa kontrak lumpsum tidak 

diberikan penyesuaian harga,  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih memilih judul skripsi ini: 

TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI) KONTRAK 

KERJA KONSTRUKSI TAHUN JAMAK BERBENTUK LUMPSUM 

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH ATAU 

GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJAR BARU 

(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1760 

K/Pdt/2016) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyebab terjadinya permasalahan dan tata cara pembayaran 

penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja lumpsum? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait perhitungan penyesuaian harga 

(eskalasi) yang harus dibayarkan tergugat terhadap putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1760 K/Pdt/2016? 

3. Bagaimana menurut pandangan islam mengenai penyesuai harga (eskalasi) 

dalam kontrak kerja pembangunan konstruksi lumpsum? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penulisan  

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis bagaimana penyebab dan tata cara pembayaran 

penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak kerja Lumpsum. 

b. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim terkait 

perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang harus dibayarkan 

tergugat terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1760 K/Pdt/2016 

c. Untuk menganalisis bagaimana menurut pandangan islam tentang 

penyesuaian harga (eskalasi) kontrak kerja pembangunan konstruksi 

lumpsum. 

 

2. Manfaat Penulisan  

Penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, juga menambahkan 

wawasan dan ilmu untuk penulis serta untuk yang ingin meneliti lebih 

lanjut tentang kontrak kerja lumpsum. 
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B. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfat sebagai 

pembelajaran atau referensi bagi peneliti yag sama dengan penelitian ini 

juga sebagai penambah wawasan tentang hukum kontrak kerja bangunan.  

 

D. Metode Penelitian  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau 

data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier.9 

B. Jenis Data  

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder, Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder 

adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan 

segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.10 antara lain 

mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer. 

a) Undang-Umdamg Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 

Tentang Jasa Konstruksi  

b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa 

Pemerintah. 

 
9 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Universitas 

Indonesia,1984), hal.52. 
10 Soerjono Soekamto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hal.12. 
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c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 

Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi. 

d) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimntan 

Selatan, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Bjm.  

e) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan, Putusan Nomor 12/Pdt/2015/PN.Bjm. 

f) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 

Nomor 1760 K/Pdt/2016. 

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

dan seterusnya.11yang terdiri dari Buku-Buku, Jurnal, Makalah, Artikel, 

Skripsi, Majalah  

c. Bahan Hukum Tersier, 

Bahan Hukum Tersier bahan hukum sebagai penunjang atau petunjuk 

dari penjelasan bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Yang 

terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, dan seterusnya.12 

C. Alat Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi 

lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen 

merupakan suau alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.13 

 
11 Soerjono Soekamto, Op.cit.  
12 ibid 
13 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3. (Jakarta UI-press,2014), hal.21 
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D. Analisis Data  

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deksriptif, 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan 

kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara 

kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam 

tulisan yang utuh.14 

E. Kerangka Konseptual  

a. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). 15 

b. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum: bantuan hukum 

(diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).16 

c. Penyesuaian Harga (Eskalasi) adalah kenaikan; pertambahan (volume, 

jumlah, dan sebagainya)17 

d. Kontrak Kerja Konstruksi Adalah keseluruhan dokumen kontrak yang 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 

dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.18 

e. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 

mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 

yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk 

pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang 

dibiayai APBD Propinsi, Bupati atau Walikota untuk pengadaan yang 

dibiayai APBD Kabupaten atau Kota.19 

 
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 27. 
15 https://kbbi.web.id/tinjau. Di Akses pada 18 Februari 2020. 
16 https://kbbi.web.id/yuridis. Di Akses pada 18 Februari 2020. 
17 http://kbbi.web.id/eskalasi diakses pada 07 oktober 2019 
18 Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , LN Tahun 2017 

Nomor 11, TLN Nomor 6018, Pasal 1 Ayat (8) 
19 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pelaksaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia. Pasal 30 Ayat 8 
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f. Lumpsum Adalah Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan 

barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 

tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko 

yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya 

ditanggung oleh penyedia barang atau jasa.20 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi 

menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan 

diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini mengenai terdiri dari Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam 

penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konsptual, Metode penelitian 

yang digunakan dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka  

Berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum mengenai kontrak kerja 

konstruksi Lumpsum pada putusan nomor 1760 K/Pdt/2016 

Bab III Pembahasan Ilmu 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang penyebab penyusuaian harga 

(eskalasi) dan tata cara pembayaran dalam kontrak kerja konstruksi Tahun 

Jamak berbentuk Lump sum, pada putusan nomor 1760 K/Pdt/2016 

 

 

 
20 Ibid. Pasal 30 Ayat 2. 
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Bab IV Pembahasan Agama 

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam, terhadap penyesuaian 

harga (eskalasi) kontrak kerja konstruksi Lump sum Putusan Nomor 1760 

K/Pdt/2016 

Bab V Penutup 

Bab ini yang mmberikan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan saran serta 

bagaiamana solusinya mengenai hasil dari pembahasan rumuan masalah. 

 


